BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit Berbasis Digital
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen adalah akan mempermudah pelayanan kesehatan
bagi pasien. Transformasi digital telah berperan dalam hal revolusi
berbagai industri, khususnya dalam bidang kesehatan. Teknologi di bidang
kesehatan memungkinkan seorang individu untuk mendapatkan hidup
yang lebih sehat, usia harapan hidup yang lebih panjang, dan kehidupan
yang lebih produktif. Namun demikian, tidak semua fasilitas kesehatan
siap untuk menyambut era disrupsi 4.0 yang penuh dengan digitalisasi ini.
Berbagai kendala terkait sumber daya manusia, sumber dana, business
process, regulasi pemerintah dan peraturan, serta tidak adanya sistem
integrasi data kerapkali menjadi tantangan dalam mewujudkan hal
tersebut.

2. Solusi dalam Penerapan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit
Berbasis Digital Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen adalah Regulasi dan masalah
pendaftaran yang sangat menyusahkan akhirnya membuat pasien

terkendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat.
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Kurangnya kepedulian dan lambatnya penanganan dari pelaku kesehatan
juga menjadi kendala mengapa pelayanan rumah sakit di Indonesia masih
sering terkendala. Solusinya adalah perlunya regulasi baru yang jelas
dalam mengatur sistem transformasi digital. Regulasi penting diciptakan
untuk melindungi keselamatan pasien dan meningkatkan produktivitas
pelayanan kesehatan. Beberapa regulasi yang lama seperti Undang-undang
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, PP Nomor 46 Tahun 2014
tentang Sistem Informasi Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, PERMENKES 269 Tahun 2008
tentang Rekam Medis dan sudah tidak relevan sebaiknya digantikan
dengan regulasi yang baru. Regulasi yang tidak jelas dapat berujung pada
berbagai keraguan dalam mengadaptasi inovasi dan mengoptimalisasi

teknologi yang ada.

B. Saran

1.

Dalam menyambut era disrupsi 4.0 yang berbasis transformasi digital,
diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak seperti manajemen rumah
sakit, pemerintah dalam hal ini kementerian terkait, asosiasi profesi, dan
dokter pelaksana untuk dapat senantiasa melakukan kolaborasi dan terbuka
terhadap proses pembaruan serta pembelajaran.

Pemerintah sebaiknya membuat aturan di bidang kesehatan khususnya
pelayanan kesehatan berbasis digital yang dapat menanggulangi kendala
digitalisasi rumah sakit, sesuai dengan peran hukum sebagai sarana

pembaharuan masyarakat tidak hanya sekedar untuk menciptakan ketertiban
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yang diperlukan dalam suasana masyarakat yang berkembang tetapi justru
menciptakan dan mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan
termasuk dari pelayanan kesehatan konvensional ke pelayanan kesehatan

digital.
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